BUFPATI NATUNA
PROVINSI EEPULAUAN RIAU

FERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR L 4TAHUN 2015

TENTANG

ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK
BERSUBSIDI UNTUH SEKTOR PERTANIAN KABEUPATEN NATUNA
TAHUN ANGGARAN 2015

Sl DENGAN RAHMAT TUHAN TANG MAIA BESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : a bahwa pupuk merupakan unsur yang Sangat peanting
dalam rangka peningkatan produksi dan produletifitas
pertanian untuk mewijudkan ketahanan pangan haik
Masinnal mavpun Regional ;

b. bahwa wuntuk meningksikan kemampuan petand
dalam  penerapan  pupulk  berimmbang  diperhikan
adanyva aubsidi pupuls

¢. bahwa dengan ditetapkannya pupuk  bersubsidi,
maka pengadasn, penyaluran dan distribusi sesual
dengan  Harga Tceran  Tertinggl (HET)  sampai
o kelingkal petani perlil pengawasan;

d. bahwa  berdasarkan  pertimbangan schagainman
dimaksud dalarm hurat g, harutf b dan hurof o diatas,
maka perlu ditclapkan dalam  Peraturan Bupati
tentang  Alokasi  kebuiuhan den Harge Eoeran
Tertinggi ({TIET] pupulk bersubsidi untuk Sektor
Pertanian Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2015,

Moengingat o1, Undang-Undang Nomor & Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen [Lembaran Negara Republik
Indonesia ‘Tahun 1993 Womor <42 , Tanbuaban
Lembaran Nepata Eepublik Indonesia Nomot 382 1);

2, Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999  tentang
Pembentuksn  Kabuparen Pelalawan, Kaboepaten
Rokan Tiulg, Kabupaten Eokan Hilir, Kabupaten Siak,
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Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingl dan Hota Batam (Lembaran MNegara
Republik  Indonesia  Tabhun 1999 Nomor 131,
Tambahan Lembaran Mcpara Reopublhk Indonesia
Nomor 3902) sebagaimana telah di ubah beberaps kah
terakhir

denpan Undang -Undang Nomor 34 Tabun 2008
tentang Perubsban Ketiga Atas  Undang-Undang
Momor 53 Tahun 1999 tentang [Pcmbentulan
Kabupatcn Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Sialk, Kabupaten
Karimun, Kabupalen Naluns, Eabupaien Kuantan
Singingi dan Kota Batom [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Hepublik Indonesia Nomor 4580},

Undang-Undang Nomeor 25 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulausn Riau  [Lembaman
NegaraRepublik Tndonesia Tahun 2002 Nomor 111,
Tambahan Tewmbaran  Negara Repuablik  Indonesia
MNomor 4337}

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tcntang
Badsn Usaha Milik Negara (Lembearan Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan
Lembaran Negara Hepublik Indonesia Nomor 4297);

Undang-Undang Nomeor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Frrundang-Undangan
{Letnbaran Negara Hepubhk Indeonesia Tabun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomer 18 Tahun 2014 tentang
Perkebunan [lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4411).

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemcrintahan Dacrah {lembaran Negara Ncgara
Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 244,
Tambahan Leombaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) schapgaimana (elah diutwh heberapakali
terakhir dengan Undang-Undang Nornor 9 Tahuon 2015
lentang Perubahan Kedua Undeng-Undang NMomar 23
Tahun 2014 tentang Pemenntahan Paerah [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tabhun 2015 Nomor S8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Tndonesia
Nomor o679 ;

Persluran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 lentang
Pupuk Budidaya Tanaman {Lembaran Negara Republik
indonesiza Tahun 2001 MNomor 14, Tambahan
Lembaran Negara Republik Tndonesia Nomor 4079);



. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 fontuang
Penetapan Pupuk Bersubsidi Schagai Barang Dalam
Pengawasan, sebagaimana  ftelah  diobab dengan
Peraturan Presiden Nomeor 15 Tabhun 2011 tentamg
Perubedhian Altas Peraturan Presiden Nomaor 77 Tahun
2005 tenlang Penetapan Popuk Bersubsidi sebaga
Barang Dvlnn Penpawasat;

161, I'eraturan Benieri Perlanian MNomor
10 Permoentan FO, |40 f 2007 tentang

Rekomendasi Pomupulkan N, P dan K Pada Padi
Sawah Spesifik Lolkas,

11. Peraduran  WMenteri  Perdagangan  Nomor  L5/M-
THMG/PRR 472013 tentang Pengadaan dat
Penvaluran Pupuk  Bersuhsidi Untuk  Scklor
Perlanian;

12, Peraluran Menteri ertantan Mormeor
L300/ Permentan / S2. 130711 /2014 tentanz Kebutuhan
dan Hargn Eccran Tertinggl [HET| Pupuk . Bersubsidi
untul Scktor Pertanian Tahwn Anggaran 20015;

1%, Peramran crubcmur  Kepolauan Fau  Nomaor 33
Tahun 2014 tentang Kebuluhan dan Harga Toeran
Tertinggi Pupnk Bersubsidi untok Sckior Perlanian
Tahun Anggaran 2015 (Derita Daernh  Provinsd
Kepulauan Riau Tahun 24004 Nomor 2464,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : DPERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG  ALGKAS]
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTTNCGGT PUPLK
DBERSUIBRINI SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN NATLINA
TAITLIN ANCIGARAN 2015,

BAB I
EETENTUAN UMUM

Pasal |
Pralarn Peraluran Bupati ini yang dimaksud dengan -

1. Kahupaten adalab Kabupaten Nanina
2. Gubernur adalah Gubormuor Kepalawan Fian

3. Bupati adalah Bupatl Natuna

4. Kepala Dinas adalah Kepala [Hnas Ucorlaoan daon
Petomaloan Kabupaten Natuna
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10.

11.

134,

14,

13.

Pupuk adalah baharn kimia atau organisne  yang
berperan dalam pervediaan unsur hara bagi keperluan
CATIAIN AT #ecara langstung alau ridalk langsung,

Pupuk organile adalah pupuk hasil proses rekayasa
serara kimia, fisika dan biolopi dan merupaksan hasil
indusiri atau pabrik pembual papnlk.

Pupuk organik adalah pupuk yang schugion besar glal
seluruhtiya terdirl dari ahan arganik vang berasal dari
taniaman dan atan hewan vang telzh melalui proses
releavasa, dapal berbentuk padat atau  calr yang
digunakan unitik mensuplai bahan  organik,
mermnperhalld sifd [sle, kimia dan hiologi tanah.

Pemupukan berimbang adalab pemberian pupuk Bagl
tanaman sesual denguan status hara anah dan
kebutuban tanaman untulk mencapai produklivilas
vang oplimal dan herkelanjutan.

Fupuk bersubsidi adalah pupuk yamg pengaddsan dan
penvalursnnya dilataniagakan dengan Harga Bceran
Tertingsl (HET) yang ditelapkan dipenyalur resmi di
Liri IV,

Ilarga Eceran Tertingg vang selanjutnva disebat HRT
adalah harga pupuk beorsubsidi di Linn IV O [di kios
penyaluran pupuk ditingkat cesa/ lcomnatan) yang
dibeli oleh petani / kelompek thnd yang ditctaplkan oleh
Menlerl Perlaniat,

Scltor pertanian adadlah sekior vang herkaitan deongan
budidayuy tamaman pangan, hortikultura, perkebunan,
hijanan makaran termak dan budidaya ikan  afan
ndang.

Petani sdalah perorangan Warga Negara Tndonesia
yang menmisahakan lahan untuk budidaya lanaman
pangan ataal horrikultura,

Pekebun adalah perovangan Wargn Negora lndonosia

vung melakukan usaha perkebunan dengan skala
usnha Hdals mencapad sleala tertenfa.

Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia
yang mengusakan lahan uwoiuk budidaya tanaman
hijan pakan,

Pelambak adalah perorsngan Waogs Negara Tndonesia
vane mengusatialan lahan untulk budidaya dkan dan
atau udang.
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16,

17.

19,

20.

2L,

22,

23,

FPolaksana subsidi pupuk adalah Badan Usaha Milike
Megara vang ditugaskan schagai pelaksanaan
penugazan untuk subsidi pupukc

Penyalur di Limi Il adalah distobutor  sesuai
ketentuan Permturan Menterli Perdapangan tentang
Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk
selttor pertanian yang berlaku.

Penyahur di Limi 'V adalah pengeoer resmi sesuai
dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan
tenitang Pengadaan dan Penyahiran Pupulk Bersubsidi
uniuk sektor pertamian yang betlaloa.

Kelompnk tani adalsh kwmnpulsn petani, pekcbun,
potornak dan atau permmbudidaya ikan atau udang
yange dibeniuk atas dasar kesamasn lngkungan,
sosial ckonoemi, sumber daya dun keaktaban untuk
meninglkatican dan mengembangkan usaba anggota.

Rencana Definitif  Kebutuhan Helompok vang
selanjutnya  disingkat RDKE adalah perhitungan
rencana kcbuluhan pupuk bersubsidi yang di susun
kelompok tani bordasarkan luasan areal usaha (ani
yvang diusahaksn petani, pekebun, pctcrmale den
pembudidaya ikan dan atau udang anggota kelompok
tani dengan rckomendasl permupukan berimbang
gpesifik lolkasi.

Eomisi Pengewas Pupuk dun Pestisida (KPPP) adalah
wadah koordinasl wistansi terkait dalam pengawasan
pupuk dan pestizida yang dibentuk eoleh Gubernur
untuk Tingkat Provinai dan clch Bupati uniuk tinglat
Kabupaten.

Dircktur Jenderal adaleh Pejgbat Eselon | di
lingkungan Kementerian Peranian yang moempunyai
tugas dan fungsi di bidang pupuk scsuai keleniuan
peratiran perundangan.

Dinas adalah instansi yang membidang pertanian,
perkebunan, peternakan dan/ atau perikansn di
Provinai aotan Kabupaten.
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BAB II

FERUNTUEAN DAN HEBUTUHAN FUOPUHK SUBSIII

(L}

(2]

(L]

2]

(1)

Pasal 2

Pupuk bersubsidi diperuntuklian bagl Petani, Peleebun,
Pelernall yang mengusahalkan lahan dengan  tolal
hiasur maksimal 2 [oual heletar atan Petambak dengan
tasan malksimal 1 [satu] hektar setinp musim Lanam
perkeluanen.

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksad pada ayal (1)
titlak diperuntuklkan  bagi  perusahasn tananon
pangan, horlikultura, perkebunan, petomakan atag
perusahaan perikanan budidava.

14asal 3

kebutuhan pupuk bersubsici dihitang sesuai detipan
anjuran pemupukan berimbang spesilik lokasi dengan
mompertimbangkan usulan kehutuhan vang dinjulosn
mleh Kepala Dinas Kabupalen kepada Kepala Dinas
I'ravinsi.

Kebmiwhan pupuls bersubsidi schagaimana dinaksdd
padse ayal [1] dirinct menurut Kabupaten, jenis,
jurmdah, subscktor dan scharan tulanan  seperli
tercamtiin pads lampiran yvang merupakan  bagian
vang tidalk terpisahloan dengan peraturan ini.

Pasal 4

Ketmitnhan aupuk bersubsidi sebagaimana dimalesed
pada Pasal 3, dirinci lebih lanjut menurit Kabupaten,
jenis, jumlah, subseklor dan sebaran bulman yang
digahlat dengan Feraturan Gubernur.

I'asal &

(1} Kebulehan Pupuk Bersubsidi scbagaimana dinmaksnd

12]

pacda Masal 4 dirinei lebib lanjut menurit Kecamatah,
jenis, jumlah, sub seltor, dan seharan balanan yang
ditetaplkan dengan Peraturan Bupafi,

kebutuhan Pupulk Bersubsidi sebagaimang dimalesad
praadla ayal (1) temperiimbanglaan reliapan BRDEKR vang
disusun oleh Kepald Dinas Perlanisn dane Pelemaalosn
habupalen dan di ketabul kepala Badon  DPelaksana
Fenvuluhan Pertanian., perisanan dan lkchutanan
Kabupaben setempat.



Pasal &

Dinas bersama lembaga petnyualuban pertanian dan/ atau
perikanan  setempat  wajib  melaksanakan  pembinaan
lkepeda lelompok tund dalam penyusunan RDRK sesual
hias arcal usaha tani dan/ atau kemampuan penverapan
ik di ringkar petani i wilayahnya.

Pasal 7

(1] Dalarn hal kebuluhan pupul bersubsidi scbhagainang
diriabesudd dalain Pasat 3, Pasal 4, dan Pasal 5 terjadi
Lekurangan dapal dipenubi melalui realoksi antar
wilayzh, waktu din subseklar,

2] Wealokasi antar Provinsi lebih lamjut ditetaplan oleh
Direlour Jenderal

(3] Fralokasi anlar Eabupaten dalam wilayah Provins:
Kepulauan Rigu  Ie=hih Lanjut  diletapkan  oleh
Gubernur.

(4] Realokasi antar Kecamaran dalam wilayah Kabupaten
lebih lamgjuf ditetaplkan oleh Dupall,

(5} Apahila alokasi pupuk bersubsidi disuaiu Provinsi,
Kabupaten, Kecamatan pads bulan berjalan  tidak
mencukipi, produsen dapat menyalurlosan alokasi
pupuk bersuhsidi di wilavah berrsangkulan darn siss
aslokasi hulan sebelumnya danf atau dard aloleasi bulan
berikuinys dengan Lidak melampauni alokasi 1 (satu)
Lahurn,

BAB III
PENTALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal &

Pupitk bersubsidi sebagaimana dimabksud dalam Pasal 2
avat [1] terdit ams pupulk anorganik den pupuk organik
vatg diproduksi dan/ atau diadakan oleh Pelaksang
Suhbsidi Pupuk.

Pasal B

(1] Pelaksannnn pengadaan  dan  penyaluran pupux
hersubsidi sampai ke penyalur Lini TV dilalukan sesua
dengan kelentuan dalam Peraturan Bupati ini dengan
berpedoman pada peraturan vang berlaku,

[ ranar nooaowast }
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(2] Fenpaluram prupuk bersubsidi untule sektor pertanian
ci Penvalur Lind IV ke potant atau kelompok 1ani distur
schagai berikut ;

a. Fernveluran produk bersubsidi di tingkatl Penvalur
Lini IV berdasarlenn RDKE sesyal dengan wilayah
lamgsung jawabns.

b Penyaluran produk bersubsidi  schagaimana
dimalksud pada hurul a untuk wilavah  Provinsi
kepulauan Riau  ditetapkan  dengan Keputusan
Ciubernur.

e. Penyaluran  produk  bersubsidi | sebagaimana
dimaksad pada horuf o untuk wilayah Kabupalen
ditetapkan dengan Keputusan [hapati,

3 Unluk kelbmearan petivaluran pupik bersubsidi di Lind
IV ke petani ataw  kelompok tani  schagaimana
trnaksud pada ayar (2), Pemerinlah Duacrah Provinsi
dan  Kabupaten  melakukan  pendataan BDKEK
diwilayahnya, sebagal dasar pertimbangan  dalam
pengaledkasian papuk bersubsidi sesual alolasi vang
ditetapkan dalamn Peraturan Menteri Pertanian,

(1 Optimalisas pemanfaatan pupak bersubsidi di tingleat
[retatl kelompok tani dilaliukan roelalui
pendampingan penerapan pupuk berimbang spesifik
lukasi eleh penyutuh.

[3] Pengawasan penyaluran pupuk bersabsidi di penyalure
Lini 1V ke petani dilakulmun olch petumas penpawas
yang di tunuk schagal satu lesatuan dari Komisi
Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) di Kabapalen.

Pasal 10

(L} Pelaksana  Subsidi Pupuk  sebapaimana dimaksod
dalam Pasal 10, Penyalur di Lini Ol dan Penvalor il
Lini IV wajil menjamin ketersedisan Pupuk Bersubsidi
saat  dibuntuhkan Perand, Pekebun, Petermalk dan
Petambak di wilavah tanegung jawabnva sesual
kelentuan vang herbaku.

(2] Untuk menjamin ketersediaan pupuk  sehagnimana
dimuiksud pada ayat [1] Pelaksanaan Subsidi Pupuk
‘berkoordinasi dengan Pinas Pertanian setempad unluk
penyverapan Fupuk Bersubsidi sesual kelenluan vang
brerlnbon.
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FPaaal 11

(1} Penyalur di Lini IV vang ditunjuk harus menjual Pupuk
Fersubsidi scsusi Harga Deeran Tertinggi {IIET).

2} HET Pupuk Tersubsidi schapaimana dimaksud padae
avaf [1}) ditetapkan scixag:ai berikat 2

A Fupuk Urea - Rp. 1.800,- per kg
b,  Fupuk 5P-16 = Rp. 2.000,- pet kg
. Mupuk ZA = Rp. 1.400,- por kg,
fl. Pupuk NI'K = Rp. 2300, por ke
& IMupuk Organik = Rp. 504, per kg

{3) HET Pupuk Hersubsidi sebagaimana dimasud pada
ayal (2) berlaky uwntul pembelian oleh Kelompok tani
alay Petani, Pekebun, Peternak dan Petambak di Lind
IV secara innai dalam kemasan schagal berikuat

s a. MPupuk Urea - 50 kg
br. I'upuk Sp-36 - o} kg
C. Pupuk ZA =20 kg
.  l'mpuk NPK = 5{} kg atau 21 kg

2. Pupulk Organile = 40 kg arau 20 kg

Pasal 12

(1} Kemasan Pupuk DBersubsidi sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 11 avat {3) harus diberi fabel lammbahan
berwama merah, mudah dibaca dan dibaws mudah
hilang/ torhapus vang bertuliskan -

“Popuk Bergsubaldi Pemerintah”

Barang Dalam Pengawatat

{2] Khusus pengadaan dan pengalucan Pupuk Urea
tersubsidi berwarna pink dan pupule ZA bersubsidi
herwarnn orange.

L SN o F HOORRINAS]
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PENGAWABAN DAN PELAPORAN

amal 13

Pelaksana Subsidi Pupak wajibh mclakulkan pemantauan
dan pengawasan ferhacdap penvedizan dan penyaluran
MPupuls Bersubsidi deti Lind T sampai Lind 1V sebagaimano
dinfur dalam  Peraluran Meolerl Perdagangan  tentang
Pengadaan dun Penyaluran Pupuk Dersubsidi omtulk
Sektor Uertanian ying berlakie.

sl 14

(1} KPPP Provinsi dan Kabupaten  wajib melakulan
pemantanian dan pengawasan ferhadop penvalueai,
pengeunaan dan harga Puapuk Bersubsidi di welasah,

(2] K11 Rabupaten  dalam  melakzanalkan tigasnyn
dibantu olch Penyuluh.

I'amal 15

[1} K11 habupaten wajib menyampaikan laporan hasil
prmanlauan dan  pengawas Pupuk  Bersubsidi di
wikiyah keguanya kepada Bupari.

(2} Bupali menyvampaikan laporan hasil pemantanan dan
pengawasan Pupuk Hersubsidi kepada Gubernur,

3} Komisi Pengawas 'upuk den Pestlsida [KF3] Provinsi
wajilh menvampaikan laporan hasil pemantauan dan
pengawasan Pupuk Bersubsidi kepads Gubermur,

(4} Gubernur menyampailan laporan hasil pemantauan
dan pengawasan Pupuk DBersubsidi kepada Menterd
Pertanian dan Meneri Perdagangan.

BAB V
EETENTUAN PERALIHAN

agal 1A

Dengan berlukunva Perataran Bupatl ini maka Petaluran
Bupmli Nomor 12 Tahuan 2014 fentang Alokasi Rebuatuhan
dan Hurpa Eceran Tertinggi (TTET] Pupule Bersubeldi untuk
Sclaor Portanian di cabul dan dinyatakan tidak berlaku,
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KETENTUAN PENUTLP

Paasal 17

Peraturan Pupati ini mulai borlaky pada tanggsl dinndanglkan,

Apar seliap orang dapal mengetabuinya, memerintabkan Pengundangan
Peraluran Bupali ini dengan penempatannyva dalam Berita Daerab
Kabupaten Natuns.

Ditetapkan di Ranai
pada ranggal & AP0 2005

Divndanpgksan di Ranai
pada tanggal (p _d_[‘ﬂ[ 2015

SEKRETARIS DAERAH

KABU F"ATEIz ihTU'ﬂ'ﬂ,

SYAMSLURLIZON

= BERITA DAERAH HABUPATEN NATUNA TAHUN 2015 NOMOR 4%
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Lampiran I Peraturan Bupati Natuna
Nomor

Tanggal

ALOKABI KERUTUHAN PUPUK BERBUBSIDI PERKECAMATAN
KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2015

: 9% Tap A%
- & ApEM RIS

NO

JUMLAH DAN JENIS FUPUK [ton)

JUMLAH

KECAMATAN

UREA

EP-36

ZA

NPK

ORGANIE

L I

T

0%

10
11
12

Funguren Timur
Bunmuremn Liwre]
Bunguran Trrigah
Bunpuramn Thmr Lt
Bunguran Utara
Serasan

fukhi

Klidun

Muilann Lauat

Padai Ty
Funguran Selalpn

Semsan Timur

1,00
1,00

1,00
1,00

2,00
200

2,00
1,040

2,00
2,00

-

&,00
7,00

JLUMLAH

2,00

2,00

Ed

4,00

2,00 |

15,00
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Lampiran II Peraturan Bupati Natuna
Nomaor 1 23 TARGY 201%

Tangzal t & ApL SoiF

[, ALDEAS] KEBUTUHAN PUPUK BERSUESIDI SUR SEKTOR TANAMAN PANGAN
PERKECAMATAN KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2016
JUMLAH DAN JENIE PUPUK (ton| JUMLAH
o UREA | BP-36 ZA NPK JORGANIK
1 |[Bunguran limur - = - - L -
2 [Bunguran Liurul L,00 1,00 2,010 200 2,00 8,00
3 |Bunguren Tengah - - = : &
4 [Bunguran Timur fut - - 2 = _
3 [Hungnran 1tara - - = z 2
7 | Berasun - - = z s
i E=1114) - - = - & 2
B (Midai - 2 - = - =
O {Pylpu Tanal i 2 "y N _
[0 (Pulau Tiga - : - . . -
11 {Bunguran Selakan - - = = -
12 {Serngan Timur < 5 “ = "
JUMLAH 1,06} 1,00} 2,00 2,00 2,00 5,00

II. ALOKASI KERUTUHAN PFUPUE BERSUESIDI SR SEKTOR PETERNAKAN
PERKECAMATAN KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2015

JUMLAH DAN JENIS PUPUK |[ton)

to
11
12

MBCANE HLRY UREA SP-36 ZA NPE |ORGANI
[uripuran Tuouy - - 5 = =
Bungmran Haraf - L = = L 5
Bunguran Tengah A i g o ) _
Bunpuren Timer Laal 5 > 5
Burgmran Urara = - — - - _
Bunpguran Selatan - - = L 5
Suka . - = i = 4
Wliclai - = = = » =
Pralas Tige - = - -
Fralan Leut - - - = -
Seresan - - - - W 5
Serazan Timur B = - E: i -

JUMLAH 0 o ] 9] 8] 0
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M. ALOKAS! KEBUTUHAN PUPUK BERSUEBSIDI 8UB SEETOR HORTIEULTURA
PERKECAMATAN EARUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2015

JUMLAH DAN JERIS PUPUK (ton)
UREA | SP36 | ZA | NPK |ORGAmim °omiad

EECAMATAN

=
=

Bunguran Timur ; =
Buagurun Forat
Bunguran Tengeh 1,00 1,040 2,00 1,00 2,00 00

r

|

Bunguran Timur L4k
Bungarat Thara - ; = u
BerEsinn 3 =
Subi e & - o 3
Middai - - &
Praleany Daawal. = - o = -
Talan Tiga - i
Bunguran Seluiun - Z
Scrasan Timur - = - =

JUMLAH 1,000 1,040 2 (Wi 1,00 2,00 700

I

o e — s o
S E S Bl kD

IV. ALOKASI KEBUTUHAN PUFUK BERSURBSID SUB SEKTOR PERKEBUNAN
PEREECAMATAN KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2015

JUMLAH DAN JENIS PUPUK (ton]

NO HECAMATAN

UREA SP-36 ZA RPK [ORGANIK
| {Banpuran Timur s = - i c Iz
Burnguran Barat - - N o - o

Ahka

Bunguran Tengah £
Enngiran Timur Leauk - - = Co
Eupnguran [tara - - = = i &
Sarasan - - = i _ 4
Subi r - o - z _
TN HT - - 3 :
Fulua Loaat - - - i = =
Pralsm Tiga - - - - - L

l—ail'= B S B B

Rurngniran Sclatan - - - = 5 &

2 3erazan Timuar % : £ i : 5

JUMLAH o E 3 3 ;




V. ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BEERSURBSIDI SUE SEKTOR PERIKANAN
PERKECAMATAN KABUPATEN RATUNA TAHUN ANGGARAN 2013

JUMLAH DAN JENIS PUPTK {ton|
UREA SP-36 ZA KPK (ORGANIH

2
=]

KECAMATAN JUMLAH

Funguran T : = - = T
Hungurat Barat - a - - P
Bungran Tengah - = - : & 5
Burzaran Timur Ll - - % - %
Bunzuran laea - - = = . "

Lo bo =

i

Higngaran Selatan - - L = -
Suhi o - - _ . .
Bialaai T a - - ) r
Pulau Tiga - - z = i i
Pulsu Taut. - 2 3 5 _ .
3oragAn - ad 2 o
| Serasan Timtr w = — = _ _

o
S0

E..

JUMLAH 0 g 4] 0 U t




V. ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERIKANAN
PERKECAMATAN KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2015

JUMLAH DAN JENIS PUPUK [ton)
UREA SP-36 TA NPE |ORGANIE

KECAMATAN

2
Q

Bunpumin Tinnar - = &
Hungran Barat - = e = . &
Eunnguran Terygits - - - # g E
Bynguran Timur Leul - : = 2 x
Bunszurarn Ll - - = 3 o L
Hunguran Selatan = - - - . .
Hubi = = - s - .
Midai i w - - N o
Pulac Tigs - - ~ 2 & 5
Pulau Taut - 5 & 2 r _

A=t R B R

SeTARATE - = 2 2 . _
“|Seraanr Timmr = - 2 " _

==
kT

JUMLAH 0 0 0 0 0 0
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e s ORI
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